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ABSTRAK 
 

PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN 

OMSTANDIGHEDEN) PADA PERJANJIAN UTANG  SECARA LISAN  

 

Oleh 

 

JOSEFA MARGARETH SIBUEA 

 

 

Perjanjian utang secara lisan adalah sah dimata hukum sepanjang memenuhi syarat 

Pasal 1320 KUHPerdata. Pada prakteknya, ketiadaan bukti tertulis menjadikan 

pembuktiannya lebih sulit, terutama ketika terjadi cacat kehendak seperti 

penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan dan pembuktian adanya penyalahgunaan keadaan 

(misbruik van omstandigheden). Rumusan masalah mencakup konsep 

penyalahgunaan keadaan dalam hukum perdata Indonesia, dan  dasar pertimbangan 

hakim dalam mengutus perkara. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif  dengan tipe penelitian 

deskriptif analisis dan pendekatan perundang-undangan juga konseptual. Data 

diambil dari bahan hukum  sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data 

menggunakan studi Pustaka. Metode pengolahan dilakukan dengan pemeriksaan 

data, penandaan data, penyusunan dan dianalisis menggunakan model kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan telah lama 

diterapkan dalam yurisprudensi Indonesia sebagai dasar pembatalan perjanjian. 

Dalam perkara No. 21/Pdt.G/2022/PN Lbp, hakim menerima dalil penggugat 

karena berhasil dibuktikan adanya ketidakseimbangan posisi tawar, pemanfaatan 

hubungan kepercayaan, serta timbulnya kerugian nyata. Hakim menilai unsur-unsur 

penyalahgunaan keadaan terpenuhi melalui pembuktian formil sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 301 ayat (2) RBg. Sedangkan Putusan 

No. 237 PK/Pdt/2024 dan No. 3550 K/Pdt/2021 menunjukkan bahwa dalil 

penyalahgunaan keadaan tidak dapat diterima apabila perjanjian dibuat secara 

sadar, bebas dari paksaan, serta para pihak memiliki kedudukan hukum yang 

seimbang. Dari ketiga putusan dapat dilihat bahwa bentuk kontrak bukan lagi 

menjadi unsur yang paling menentukan, penilaian lebih diarahkan pada substansi 

hubungan hukum antara para pihak serta kondisi faktual yang melatarbelakangi 

terbentuknya kesepakatan.  

 

 

 

Kata Kunci: Misbruik, Perjanjian Lisan, Utang. 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ABUSE OF CIRCUMSTANCES (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) 

IN ORAL DEBT AGREEMENTS  

 

By 

 

JOSEFA MARGARETH SIBUEA 

 

Oral debt agreements are legally valid as long as they meet the requirements of 

Article 1320 of the Civil Code. In practice, the absence of written evidence makes 

it more difficult to prove, especially when there is a defect of consent such as abuse 

of circumstances. This study examines the considerations of judges in rendering 

decisions and proving the existence of abuse of circumstances (misbruik van 

omstandigheden). The research questions cover the concept of abuse of 

circumstances in Indonesian civil law and the basis for judges' considerations in 

deciding cases. 

 

This type of research uses normative legal research with a descriptive analytical 

research type and a legislative and conceptual approach. Data was collected from 

secondary and tertiary legal materials. Data collection was conducted through a 

literature study. The data processing method involved data examination, data 

marking, compilation, and analysis using a qualitative model. 

 

The results of the study show that abuse of circumstances has long been applied in 

Indonesian jurisprudence as a basis for cancelling agreements. In case No. 

21/Pdt.G/2022/PN Lbp, the judge accepted the plaintiff's argument because it was 

successfully proven that there was an imbalance in bargaining positions, 

exploitation of a relationship of trust, and the occurrence of actual losses. The judge 

assessed that the elements of abuse of circumstances were fulfilled through formal 

evidence as stipulated in Article 1888 of the Civil Code and Article 301 paragraph 

(2) of the RBg. Meanwhile, Decisions No. 237 PK/Pdt/2024 and No. 3550 

K/Pdt/2021 indicate that the argument of abuse of circumstances cannot be accepted 

if the agreement was made consciously, free from coercion, and the parties had 

equal legal standing. From these three decisions, it can be seen that the form of the 

contract is no longer the most decisive element; the assessment is more directed at 

the substance of the legal relationship between the parties and the factual conditions 

underlying the formation of the agreement.  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perjanjian secara lisan merupakan praktik yang sangat umum dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia, terutama di lingkungan sosial yang masih mengedepankan 

kepercayaan sebagai dasar hubungan hukum. Misalnya dalam kegiatan berbelanja 

di toko, dipasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari.1 Meskipun perjanjian lisan 

dianggap sah menurut hukum selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, 

ketiadaan bukti tertulis sering menimbulkan permasalahan serius ketika terjadi 

sengketa. Salah satu persoalan krusial adalah ketika kesepakatan tersebut lahir 

bukan dari kehendak bebas, tetapi dari kondisi tidak seimbang yang dimanfaatkan 

oleh pihak lain 

 

 Bentuk nyatanya yaitu perjanjian utang-piutang. Ketidakseimbangan posisi tawar 

antara para pihak sangat mudah muncul pada hubungan utang-piutang yang 

dilakukan secara lisan. Kondisi ekonomi mendesak, ketergantungan, maupun 

tekanan psikologis sering membuat pihak yang lemah tidak sepenuhnya bebas 

dalam memberikan persetujuannya. Situasi seperti ini berpotensi melahirkan 

penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), yaitu tindakan 

memanfaatkan keadaan lemah pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak 

wajar. Permasalahan menjadi semakin kompleks karena perjanjian lisan sulit 

dibuktikan dalam proses peradilan. Pembuktian formil, terutama mengenai adanya 

cacat kehendak, bergantung pada keterangan saksi, bukti perilaku para pihak, serta 

penilaian hakim mengenai keadaan objektif saat perjanjian dibuat. Ketidakjelasan 

 
1 I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra (2010), Implementasi Ketentuan-

Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Denpasar-Bali:Udayana University, 

hlm. 52. 
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pengaturan dan potensi penyalahgunaan posisi ini menunjukkan perlunya kajian 

mendalam mengenai bagaimana penyalahgunaan keadaan diterapkan dalam 

sengketa perjanjian utang-piutang secara lisan. 

 

Kekuatan hukum perjanjian bukanlah terletak pada bentuknya, namun dari proses 

pemenuhan syarat sah perjanjian. Banyak tantangan yang terjadi terkait 

pelaksanaan perjanjian utang-piutang diantara masyarakat. Meskipun sebuah 

perjanjian telah dibuat dengan kesepakatan yang jelas, pelaksanaannya tidak selalu 

berjalan sesuai rencana.2 Faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian dapat 

berasal dari berbagai sebab, antara lain: 

1. Kesengajaan, yaitu ketika salah satu pihak dengan itikad tidak baik sengaja 

mengingkari isi perjanjian; 

2. Ketidakmampuan, yaitu karena kondisi tertentu pihak yang bersangkutan 

secara faktual tidak sanggup melaksanakan isi perjanjian; dan 

3. Keadaan memaksa (force majeure), yaitu situasi atau peristiwa yang terjadi 

di luar kendali dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang 

menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, 

misalnya bencana alam, krisis ekonomi, atau wabah penyakit. 

 

Seiring perkembangannya, penyalahgunaan keadaan dicantumkan sebagai salah 

satu syarat tambahan yang dapat membatalkan perjanjian di luar alasan yang telah 

lebih dulu dikenal, yaitu ancaman (bedreiging) dan penipuan (bedrog). 

Pencantuman ini tidak terlepas dari pengaruh pertimbangan hukum dalam berbagai 

putusan hakim yang menilai bahwa kebebasan berkontrak harus dibatasi ketika 

salah satu pihak memanfaatkan kelemahan pihak lainnya secara tidak wajar.3 

 

Penyalahgunaan keadaan bukan semata-mata terkait dengan ketidak seimbangan isi 

atau tujuan perjanjian. Isi perjanjian dapat saja tampak sah secara hukum, tetapi 

 
2 Angelique Maria Tuerah (2024), Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Utang 

Piutang Menurut Kitab Unang-Undang Hukum Perdata, Lex Administratum vol. 12 no. hlm. 2. 
3 Henry P. Panggabean (1992),  Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van 

Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan 

Hukum di Belanda)  Edisi Revisi, Yogyakarta: Liberty, hlm. 48. 
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cara memperoleh persetujuan tersebut tidak bebas dan dilakukan melalui 

pemanfaatan keadaan pihak lain.4 Permasalahannya terletak pada cacat dalam 

kehendak, bukan pada klausa atau sebab perjanjian. Penyalahgunaan keadaan dapat 

terjadi melalui paksaan, ancaman, tekanan psikologis, penahanan sementara, tipu 

muslihat, atau bujukan yang dilakukan pada saat pihak lawan berada dalam situasi 

mendesak.5 Dalam kondisi ini, pihak yang berpengaruh memiliki kendali 

berlebihan yang memaksa pihak lain melakukan tindakan yang sesungguhnya tidak 

diinginkan atau yang hanya akan dilakukan apbila ia terbebas dari pengaruh 

tersebut. 

 

Sebagaimana dalam Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp yang akan 

diangkat penulis dalam penelitian ini. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat 

pada awalnya merupakan rekan bisnis yang telah cukup lama menjalin kerja sama 

dalam bidang usaha pengaspalan jalan, alat berat, dan kegiatan konstruksi lainnya. 

Permasalahan bermula ketika Tergugat mengalami kesulitan keuangan dan 

menghadapi ancaman dari pihak Bank Mandiri untuk melelang aset-asetnya, berupa 

sebidang tanah dan ruko, karena utang yang belum terbayar. Dalam kondisi 

tersebut, Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat untuk melunasi utangnya, 

dengan janji bahwa aset yang akan diselamatkan tersebut nantinya akan menjadi 

milik Penggugat. 

 

Berlandaskan pada asas kepercayaan (faith principle), Penggugat memenuhi 

permintaan tersebut dan membayar utang Tergugat kepada pihak bank. Namun 

setelah utang lunas, Tergugat justru tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan 

aset tersebut. Selama lima tahun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik, tidak 

menyerahkan sertifikat, bahkan menghilang tanpa kejelasan. Hal ini menimbulkan 

kerugian materiil nyata bagi Penggugat. Tindakan Tergugat memenuhi kualifikasi 

 
4 Kejaksaan,”Perjanjian dibawah Tekanan:”, 

https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-WDM8 diakses pada 30 September  

2025, Pukul 14.00 
5 Soraya Firmansjah (2024), Analisis terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perjanjian 

dan Irisannya dengan Penyalahgunaan Keadaan dan Perbuatan Melawan Hukum. Perspektif 

Administrasi Publik dan Hukum vol. 1 no. 4, hlm. 45. 
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perbuatan melawan hukum yang memberi hak kepada Penggugat untuk menuntut 

pembatalan perjanjian dan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis akan membahas  dua pokok 

permasalahan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana konsep penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) 

dalam hukum perdata di Indonesia?   

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam pokok perkara Putusan Nomor 

21/Pdt.G/2022/PN Lbp?   

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang keilmuan dan 

ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkupnya bidang keilmuannya yaitu hukum 

keperdataan khususnya Perjanjian Utang-piutang Lisan dan Perbuatan Melawan 

Hukum dengan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden). 

Sedangkan ruang lingkup objek kajiannya yaitu dasar pertimbangan hukum hakim 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp berdasarkan 

sistem hukum perjanjian dan upaya hukum terkait penyalahgunaan keadaan pada 

perjanjian utang lisan antara H. Ismail. H. Ibrahim melawan San Tji dan Lisa. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasannya, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaturan hukum perjanjian utang secara lisan dan 

penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. 
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2. Menganalisis bagaimana pertimbangan  hakim dalam mempertimbangkan 

sengketa perjanjian utang yang mengandung unsur Penyalahgunaan Keadaan 

(Misbruik van Omstandigheden). 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis, yaitu : 

a. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan dalam ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas tentang bidang ilmu 

hukum terutama hukum perdata. Selain itu memberikan kontribusi terhadap 

akademisi dan praktisi untuk pengetahuan dibidang hukum keperdataan.  

b. Kegunaan Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

praktis yaitu sebagai media bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan 

menyumbangkan gagasan pemikiran. Serta, diharapkan dapat memberi 

masukan/sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat pada proses 

perjanjian utang-piutang secara lisan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Perikatan dan Perjanjian Utang  

Perikatan dalam ilmu hukum merupakan suatu hubungan dalam lapangan harta 

kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu 

dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.6 Istilah "hukum perikatan" berasal dari 

bahasa Belanda verbintenissenrecht, yang secara harfiah berarti seperangkat 

peraturan hukum yang mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua 

orang atau lebih, di mana pihak pertama berhak atas suatu prestasi (pemenuhan 

sesuatu) dan pihak kedua berkewajiban untuk melaksanakannya.  

 

Buku III KUHPerdata, yang menjadi locus classicus bagi hukum perikatan di 

Indonesia, tidak memberikan definisi eksplisit mengenai apa itu perikatan. Namun, 

pasal pertamanya, Pasal 1233 KUHPerdata, langsung menunjuk pada sumber 

lahirnya: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena 

undang-undang”.7 Sistem hukum perikatan dalam KUHPerdata bersifat terbuka 

(open system), artinya setiap orang bebas mengadakan perikatan yang bersumber 

pada perjanjian, baik yang diatur di dalam undang-undang maupun yang tidak 

secara eksplisit diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan 

kesusilaan. Buku III KUHPerdata juga menetapkan bahwa terdapat empat unsur 

pokok dalam hukum perikatan, yaitu:  

1. Adanya kaidah hukum, 

 
6Willa Wahyuni, “Mengenal Hukum Perikatan”, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-lt644ee96509664/ diakses 

pada 11 Maret 2025, Pukul 19.00 
7Selvia Oktaviana & Torkis Lumbantobing (2026), Hukum Perancangan Kontrak (Teori, 

Praktik dan Perkembangan di Era Globalisasi), Sumatera Barat: CV Dunia Penerbitan Buku, hlm. 

7. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-lt644ee96509664/
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2. Adanya subjek hukum,  

3. Adanya prestasi hukum, dan  

4. Dalam bidang harta kekayaan.8  

Pasal 1234 KUHPerdata menjelaskan bahwa tujuan dari perikatan adalah untuk 

memastikan terpenuhinya prestasi yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. 

Prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak 

berbuat sesuatu. Sebelum suatu perikatan lahir, perlu dipahami bahwa perikatan 

memiliki tiga sumber utama, yaitu:  

1. perjanjian, 

2. undang-undang dan  

3. putusan pengadilan. 

 

Pengertian perikatan yang bersumber dari perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 

KUHPerdata, yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” 

Rumusan pasal ini dianggap masih kurang jelas karena:  

1. Menyebutkan “perbuatan” secara umum sehingga dapat mencakup 

perbuatan hukum maupun perbuatan yang bukan perbuatan hukum, 

2. Tidak menegaskan asas konsensualisme, 

3. Bersifat dualisme tanpa menguraikan hubungan hukum yang dimaksud. 

 

Sumber utama perikatan adalah perjanjian. Perjanjian (overeenkomst) adalah 

momen yuridis di mana dua kehendak atau lebih bertemu dan bersepakat untuk 

menciptakan akibat hukum.9 Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian 

sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih”. Untuk menyempurnakan kekaburan definisi 

tersebut, Prof. Mr. J. M. van Dunne mengemukakan definisi baru, yaitu “Perjanjian 

adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 

 
8Salim (2021), Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta Timur: PT Sinar Grafika, 

hlm. 152 
9 Selvia Oktaviana & Torkis Lumbantobing, Op cit, hlm. 14. 
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untuk menimbulkan akibat hukum”.10 Definisi ini tidak hanya memandang 

perjanjian sebagai tindakan formal, tetapi juga memperhitungkan perbuatan-

perbuatan yang mendahuluinya sebagai bagian dari proses hukum. 

 

Pasal 1234 KUHPerdata mengatur bahwa prestasi dalam suatu perjanjian terbagi ke 

dalam tiga bentuk, yaitu:  

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 Kitab 

Undangundang Hukum Perdata) 

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata) 

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata) 

Subekti menegaskan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah 

perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping 

sumber-sumber lain.  

 

2.1.1 Syarat Sah Perjanjian 

Perjanjian pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan kontrak, yakni 

kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hukum positif 

Indonesia, ketentuan normatif mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang 

menetapkan empat syarat, yaitu:11 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, 

3. Objek atau pokok persoalan tertentu, dan 

4. Sebab atau causa yang halal. 

Sepakat mereka yang megikatkan dirinya artinya para pihak setuju terhadap hal-hal 

pokok dan syarat-syarat yang menjadi isi perjanjian. Kesepakatan ini harus lahir 

 
10 Jessica Esther Warouw, dkk. (2021), Pembuktian Perjanjan Tidak Tertulis di Hadapan 

Pengadilan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukun Perdata dan Rechtreglement Voor De 

Butengewesten, Lex Privatum vol. V no. 10, hlm.106. 
11 Retna Gumanti (2021), Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata), Jurnal 

Pelangi Indonesia vol. 05 no. 01, hlm. 4. 
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dari kehendak bebas, tanpa adanya paksaan (dwang), penipuan (bedrog), atau 

kekhilafan (dwaling). Kehendak tersebut harus dinyatakansecara tegas dan diam.12 

 

Persyaratan cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang telah dewasa (telah 

berusia 21 tahun) dan berakal sehat, sedangkan orang yang tidak cakap  adalah 

orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yang 

terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros. Tidak cakap ada dalam 

Pasal 1330 KHPdt, yang terdiri atas: (1) anak yang belum dewasa, (2) orang yang 

ditaruh dalam pengampuan, dan (3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal 

yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang oleh undang-

undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. 

Syarat objek atau pokok persoalan tertentu artinya bahwa perjanjian harus memiliki 

objek yang jelas dan dapat ditentukan. Objek perjanjian ini berupa prestasi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yang membagi prestasi ke 

dalam tiga bentuk, yaitu: (1) perikatan untuk memberikan sesuatu, (2) perikatan 

untuk berbuat sesuatu, dan (3) perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan 

demikian, prestasi dalam perjanjian adalah inti dari kewajiban debitur sekaligus 

menjadi hak kreditur. Kejelasan objek perjanjian mutlak diperlukan agar tidak 

menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tanpa kejelasan prestasi maka 

perjanjian akan kehilangan fungsi mengikatnya.13 

 

Syarat terakhir adalah adanya sebab atau causa yang halal. Yang dimaksud dengan 

sebab yang halal adalah bahwa isi atau tujuan perjanjian tidak boleh didasarkan 

pada hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun 

ketertiban umum. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang 

menyatakan bahwa suatu perjanjian batal apabila dibuat dengan sebab yang 

dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan nilai-nilai moral dan 

ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, meskipun para pihak mencapai 

kesepakatan secara sukarela dan memiliki kecakapan hukum, suatu perjanjian tidak 

 
12 Ibid, hlm. 5. 
13 Ibid, hlm. 5. 
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akan sah apabila tujuan yang diperjanjikan bertentangan dengan hukum atau norma 

fundamental dalam masyarakat. 

 

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena berkaitan dengan 

para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak, yakni mereka yang disebut 

sebagai subjek hukum. Syarat subjektif meliputi adanya kesepakatan bebas dari 

para pihak dan kecakapan hukum untuk bertindak. Kedua hal ini wajib dipenuhi 

agar perjanjian dapat dinyatakan sah. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka 

perjanjian yang dibuat bersifat dapat dibatalkan (vernietigbaar), artinya salah satu 

pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pembatalan ke pengadilan. 

Selama pembatalan belum dilakukan, perjanjian tersebut tetap dianggap sah dan 

mengikat para pihak sebagaimana mestinya. Dengan demikian, sifat “dapat 

dibatalkan” menempatkan perjanjian pada kondisi yang belum pasti, tergantung 

pada ada atau tidaknya tindakan pembatalan dari pihak yang berkepentingan.  

Sementara itu, syarat ketiga dan keempat termasuk dalam kategori syarat objektif, 

karena berhubungan dengan objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak. 

Syarat objektif ini mencakup adanya objek tertentu yang jelas dan suatu causa yang 

halal. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian atau kontrak 

dinyatakan batal demi hukum (nietig), yang berarti perjanjian tersebut sejak awal 

dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Dalam 

kondisi ini, para pihak sama sekali tidak terikat oleh perjanjian yang dibuat, dan 

hukum secara otomatis mengabaikannya tanpa memerlukan putusan pengadilan. 

 

Perbedaan utama antara syarat subjektif dan syarat objektif terletak pada akibat 

hukum yang ditimbulkannya. Tidak terpenuhinya syarat subjektif hanya 

menimbulkan kemungkinan pembatalan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat 

objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum secara mutlak. Pembedaan ini 

penting untuk memahami derajat kekuatan mengikat suatu perjanjian dan 

konsekuensi yuridis yang mungkin timbul apabila syarat-syarat sah perjanjian tidak 

dipenuhi. 
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2.1.2 Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang menuntut 

setiap pihak untuk berperilaku jujur, terbuka, dan patut, baik dalam tahap 

perundingan (pra-kontrak), tahap penandatanganan, maupun tahap pelaksanaan 

kontrak. Pada tahap pra-kontrak, kewajiban beritikad baik diwujudkan dalam 

bentuk pemberian informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai hal-hal 

material yang berkaitan dengan objek negosiasi. Dengan demikian, asas ini 

berfungsi mencegah adanya tipu muslihat, penyembunyian fakta penting, maupun 

tindakan lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lawan.14 

 

Di Indìonìesia, asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPìerdata, yang 

mìenyatakan bahwa “Suatu pìerjanjian harus dilaksanakan dìengan itikad baik.” 

Rumusan pasal tìersìebut bìersifat umum dan tidak sìecara ìeksplisit mìenjìelaskan ruang 

lingkup itikad baik sìejak tahap pìembìentukan kìontrak. pìemaknaan asas ini banyak 

dikìembangkan mìelalui dìoktrin dan praktik pìeradilan. Asas itikad baik pada 

prinsipnya mìemiliki dua makna utama:15 

1) Itikad baik ìobjìektif, yaitu kìewajiban untuk m ìelaksanakan pìerjanjian 

dìengan mìempìerhatikan nìorma kìepatutan, kìesusilaan, kìeadilan, dan 

rasiìonalitas. Ukuran yang digunakan bìersifat umum dan ìobyìektif, yakni 

apa yang dianggap wajar dalam masyarakat. 

2) Itikad baik subjìektif, yaitu kìejujuran batin dari para pihak dalam 

mìembuat dan mìelaksanakan pìerjanjian, dìengan asumsi bahwa pihak lain 

bìertindak jujur sìerta tidak mìenyìembunyikan sìesuatu yang dapat 

mìerugikan di kìemudian hari. 

Sìejalan dìengan itu, bìebìerapa ahli mìembìerikan dìefinisi yang lìebih kìonkrìet. Black’s 

Law Dictiìonary mìendìefinisikan itikad baik sìebagai suatu kìejujuran, kìetìerbukaan, 

dan kìetulusan tanpa adanya tipu muslihat atau r ìekayasa. Subìekti mìenìekankan 

bahwa itikad baik dalam p ìembuatan kìontrak bìerarti kìejujuran pìenuh, di mana 

 
14 Deviana Yuanitasari (2020), Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan 

Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual, Acta Djurnal vol. 3 no. 2, hlm. 296. 
15 Renata Christha, “Asas-asas dalam Pasal 1338 KUHPerdata”, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-

lt6572e2d46785c/ diakses pada 18 Mei 2025, Pukul 12:39 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/
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sìesìeìorang mìenaruh kìepìercayaan bahwa pihak lawan tidak mìenyìembun Sìelvia 

Oktaviana & Tìorkis Lumbantìobing yikan fakta yang dapat mìenimbulkan kìesulitan di 

kìemudian hari.16 Sìemìentara itu, Juswitìo Satriìo mìenìegaskan bahwa asas itikad baik 

mìenghìendaki agar krìeditur dan dìebitur dalam mìelaksanakan hak maupun 

kìewajibannya mìempìerhatikan kìepantasan dan kìepatutan, tidak mìelakukan 

pìemìerasan, tidak mìenghalangi prìestasi pihak lawan, dan tidak mìenimbulkan biaya 

yang tidak pìerlu. 

 

Asas ini juga dibìedakan mìenjadi itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.17 Itikad 

baik nisbi mìenilai sikap nyata dan tingkah laku para pihak, sìedangkan itikad baik 

mutlak mìenggunakan ukuran ìobyìektif bìerupa akal sìehat dan rasa kìeadilan yang 

bìerlaku umum. Asas itikad baik mìenìegaskan bahwa kìontrak bukan hanya harus 

dilaksanakan sìesuai bunyi tìeks pìerjanjian, tìetapi juga bìerdasarkan kìepìercayaan, 

kìepatutan, dan kìeadilan. Prinsip ini mìenuntut agar para pihak tidak hanya 

mìempìerjuangkan kìepìentingannya sìendiri, mìelainkan juga mìenghìormati hak-hak 

pihak lain, sìehingga tìercipta kìesìeimbangan dan pìerlindungan yang adil dalam 

hubungan hukum kìontraktual. 

 

2.1.3 Pìerjanjian Tìertulis dan Lisan 

Pìerjanjian dibìedakan kìedalam dua bìentuk, yaitu pìerjanjian tìertulis (kìontraktual) 

dan pìerjanjian lisan. Kìedua bìentuk ini sama-sama mìenimbulkan hubungan hukum 

yang mìengikat para pihak, namun bìerbìeda dari sìegi fìormalitas, kìekuatan 

pìembuktian, sìerta implikasi hukumnya. Pìerjanjian tìertulis mìerupakan kìesìepakatan 

yang dibuat ìolìeh dua pihak atau lìebih dan dituangkan dalam bìentuk tìertulis. Bìentuk 

tìertulis ini mìenjadi pìenting karìena mìembìerikan kìepastian hukum dan alat bukti 

yang kuat apabila timbul sìengkìeta.18 Pìerjanjian tìertulis pada umumnya mìelalui 

 
16 Erni Agustin, “Akibat Hukum Perjanjian yang Dibuat dengan Itikad Buru”, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-pihak-dalam-perjanjian-beriktikad-buruk-

lt4ecd917f0a1ce/ diakses pada 18 Mei 2025, Pukul 12:39 
17 Ariyanto (2016), Perbandingan Asas Iktikad Baik: Dalam Perjanjian Menurut Sistem 

Hukum Civil Law (Eropa Continental) Dan Common Law (Anglosaxon), Jurnal Komunikasi 

Hukum vol. 2 no. 2, hlm. 121. 
18 Cathleen Lie, dkk. (2023), Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. 

Jurnal Kewarganegaraan vol. 7 no. 1, hlm. 9. 

 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-pihak-dalam-perjanjian-beriktikad-buruk-lt4ecd917f0a1ce/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-pihak-dalam-perjanjian-beriktikad-buruk-lt4ecd917f0a1ce/
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prìosìes yang lìebih kìomplìeks, yakni tahap nìegìosiasi, pìerumusan klausul, hingga 

pìenandatanganan ìolìeh para pihak yang tìerlibat. Dalam praktik tìertìentu bahkan 

mìelibatkan saksi atau p ìejabat umum (misalnya nìotaris) untuk mìempìerkuat 

kìeabsahannya. Cìontìoh dari pìerjanjian kìontraktual adalah pìerjanjian krìedit dìengan 

bank, pìerjanjian kìerja, sìerta pìerjanjian jual bìeli tanah. Dìengan dìemikian, pìerjanjian 

kìontraktual bìersifat lìebih fìormal, rigid, namun mìembìerikan pìerlindungan hukum 

yang lìebih kuat karìena mìeninggalkan bukti tìertulis. 

 

Pìerjanjian lisan adalah kìesìepakatan yang dilakukan sìecara lisan dan bìerlandaskan 

pada asas kìepìercayaan. Pìerjanjian ini kìerap tìerjadi dalam kìehidupan sìehari-hari 

masyarakat, baik dalam lingkup kìeluarga maupun kìomunitas sìosial. Misalnya 

dalam praktik pinjam-mìeminjam uang antar kìerabat atau pìerjanjian kìerja sama 

sìedìerhana yang disìepakati sìecara lisan. Dalam bìentuk ini, para pihak sìepakat untuk 

mìelaksanakan kìewajiban masing-masing tanpa dituangkan dalam kìontrak tìertulis, 

tanpa mìelibatkan saksi fìormal, dan tanpa mìemìerlukan pìeran kuasa hukum.19 

Kìeunggulannya tìerlìetak pada sifatnya yang praktis, cìepat, dan sìedìerhana, namun 

kìelìemahannya adalah rìentan sìengkìeta karìena minim alat bukti jika salah satu pihak 

mìelakukan wanprìestasi. 

 

Cìontìoh nyata dapat dilihat dalam pìerjanjian utang-piutang sìedìerhana, dimana 

krìeditur bìersìedia mìembìerikan pinjaman dan d ìebitur bìersìedia untuk 

mìengìembalikan. Pada pìerjanjian kìontraktual, ikatan tìersìebut dituangkan sìecara 

tìertulis sìehingga mìemiliki kìepastian hukum yang jìelas. Sìedangkan dalam pìerjanjian 

lisan, hubungan tìersìebut hanya didasarkan pada kìepìercayaan tanpa ada bukti 

tìertulis, sìehingga validitas dan pìelaksanaannya sangat bìergantung pada itikad baik 

para pihak. 

 

Sìecara nìormatif pìerjanjian kìontraktual dan lisan sama-sama diakui dalam sistìem 

hukum pìerdata sìelama mìemìenuhi syarat sahnya pìerjanjian sìebagaimana diatur 

dalam Pasal 1320 KUHPìerdata. Namun dalam praktiknya, pìerjanjian lisan kìerap 

 
19 Wirawan, Budiartha & Ujianti. (2022), Wanprestasi Pihak Debitur dalam Perjanjian 

Non Kontraktual  dengan Jaminan Gadai. Jurnal Kontruksi Hukum vol. 7 no. 1, hlm. 41. 
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mìenimbulkan pìerdìebatan yuridis. Hal ini disìebabkan ìolìeh minimnya fìormalitas 

yang mìembuat kìedudukannya rawan dipìersìoalkan, tìerutama dalam prìosìes 

pìembuktian di pìengadilan. Dìoktrin hukum mìodìern mìengakui bahwa sìekalipun 

pìerjanjian dilakukan sìecara lisan, pìerjanjian tìersìebut tìetap mìengikat sìecara hukum 

sìelama dapat dibuktikan adanya kìesìepakatan dan mìemìenuhi unsur-unsur pìerjanjian 

yang sah. 

 

Sìeiring pìerkìembangan zaman, isu m ìengìenai kìeabsahan dan pìerlindungan hukum 

pìerjanjian lisan mìenjadi sìemakin rìelìevan. Pìertanyaan utama yang muncul adalah 

bagaimana mìenjamin kìeadilan dan kìesìeimbangan hak sìerta kìewajiban antar pihak, 

sìekalipun pìerjanjian dibuat tanpa kìontrak fìormal. Olìeh karìena itu, pìeran asas itikad 

baik, kìepatutan, dan kìeadilan mìenjadi sangat pìenting dalam mìenilai validitas 

pìerjanjian lisan. Bahkan, dalam praktik pìeradilan, hakim sìeringkali mìendasarkan 

putusan pada asas tìersìebut untuk mìencìegah tìerjadinya kìetidakadilan atau kìerugian 

sìepihak.  

 

Pìerjanjian tìertulis dan lisan sama-sama mìemiliki kìedudukan hukum, mìeskipun 

bìerbìeda dari sìegi bìentuk dan kìonsìekuìensi pìembuktiannya20. Kìeduanya harus 

dipahami sìebagai instrumìen hukum yang bìerfungsi mìenjaga kìesìeimbangan 

kìepìentingan para pihak, sìerta wajib dilaksanakan d ìengan mìengindahkan prinsip 

kìepastian hukum, kìeadilan, dan itikad baik. 

 

2.2 Tinjauan Umum Tìentang Pìerbuatan Mìelawan Hukum 

Kìesalahan dalam pìerbuatan mìelawan hukum tidak hanya bìerkaitan dìengan 

pìelanggaran hukum tìertulis atau pìerundang-undangan, tìetapi juga mìencakup hak 

subjìektif ìorang lain, kìewajiban hukum pìembuat kìerugian, kìeharusan, kìepatutan, 

kìetìelitian, dan kìesusilaan. Pìerbuatan mìelawan hukum di Indìonìesia diadìopsi dari 

hukum pìerdata Bìelanda,  yaitu dari kata Onrìechtmatigìe Daad. Di Indìonìesia, kìonsìep 

ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Pìerdata yang mìenyìebut bahwa "tiap pìerbuatan 

 
20 Ibid, hlm. 41. 
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yang mìelawan hukum, yang mìembawa kìerugian kìepada ìorang lain, mìewajibkan 

ìorang yang karìena kìesalahannya sìebab itu, mìengganti kìerugian tìersìebut."  

Pìelaku tidak dapat mìembuktikan adanya alasan pìembìenar yang sah untuk 

tindakannya. Alasan pìembìenar dapat bìerupa kìeadaan yang mìembìenarkan tindakan 

tìersìebut, sìepìerti pìembìelaan diri atau kìeadaan darurat. Misalnya jika s ìesìeìorang 

mìerusak barang ìorang lain dalam rangka mìembìela diri, maka tindakan tìersìebut 

mungkin tidak dianggap sìebagai pìerbuatan mìelawan hukum. 

2.2.1 Pìertanggungjawaban Hukum atas Pìerbuatan Mìelawan Hukum 

Pìertanggungjawaban hukum mìerupakan kìewajiban sìesìeìorang untuk mìenanggung 

akibat hukum dari pìerbuatan yang dilakukannya, baik dalam ranah hukum pìerdata 

maupun pidana.21 Pada kasus Pìerbuatan Mìelawan Hukum pìertanggungjawaban 

bìerkaitan dìengan kìewajiban mìengganti kìerugian yang timbul akibat suatu tindakan 

yang mìelanggar hukum. Dasar hukumnya tìercantum dalam Pasal 1365 

KUHPìerdata yang m ìenyatakan bahwa sìetiap pìerbuatan mìelawan hukum yang 

mìenimbulkan kìerugian wajib diganti ìolìeh pìelakunya.  

 

Dalam hukum pìerdata, pìertanggungjawaban dibìedakan mìenjadi dua bìentuk, yakni 

pìertanggungjawaban bìerdasarkan kìesalahan (liability basìed ìon fault) dan 

pìertanggungjawaban tanpa kìesalahan atau tanggung jawab risikìo (strict liability).22 

Pìertanggungjawaban bìerdasarkan kìesalahan bìerarti sìesìeìorang hanya dapat dimintai 

pìertanggungjawaban apabila tìerbukti mìelakukan kìesalahan yang mìenimbulkan 

kìerugian pada ìorang lain. Sìedangkan tanggung jawab risikìo mìenìempatkan 

sìesìeìorang untuk tìetap bìertanggung jawab mìeskipun tidak tìerbukti adanya 

kìesalahan, dìengan alasan adanya risikìo yang sìecara hukum mìemang dibìebankan 

kìepadanya. 

 

 
21 Wirawan, Budiartha & Ujianti, Op cit, hlm. 43. 
22 Dina Fazriah (2023), Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan 

Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum 

Dan Masyarakat vol. 1 no. 2, hlm. 11. 
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2.3 Tinjauan Umum Tìentang Pìenyalahgunaan Kìeadaan (Misbruik van 

Omstandighìedìen) Pada Pìerjanjian Utang  

Pìerjanjian dalam hukum pìerdata pada dasarnya mìenganut sistìem tìerbuka, dimana 

sìetiap kata sìepakat (cìonsìensus) yang tìerjadi di antara para pihak harus bìerlandaskan 

asas kìebìebasan bìerkìontrak agar pìerjanjian tìersìebut mìemiliki kìekuatan mìengikat 

bagi mìerìeka yang mìembuatnya.23 Prinsip kìebìebasan bìerkìontrak mìenìempatkan 

kìedua bìelah pihak bìerada pada pìosisi yang sama, atau mìemiliki pìosisi tawar 

(bìergaining pìositiìon) yang sama, dan bìerkìekuatan mìengikat. Sìehingga  

kìesìepakatan haruslah dipìerìolìeh kìetika masing-masing pihak mìerasa pìerjanjian 

tìelah adil bagi para pihak m ìengìenai hal-hal pìokìok yang mìerìeka pìerjanjikan, dìengan 

dìemikian timbul pìerikatan.  

 

Kìesìeimbangan pìosisi para pihak dalam pìembuatan pìerjanjian tidak sìelamanya akan 

bìerada dalam pìosisi sìeimbang, ada kalanya akan tìerjadi kìetimpangan pìosisi. 

Misalnya, salah satu pihak bìerada dalam pìosisi ìekìonìomis kuat sìehingga bìerusaha 

untuk mìerìebut dìominasi atas pihak lainnya dan saling bìerhadapan sìebagai lawan 

kìontrak. Pihak yang lìemah bìerada dalam pìosisi “takìe it ìor lìeavìe it.” Disaat pihak 

yang kuat  mìemaksa kìeinginannya tìerhadap pihak lain dìemi kìeuntungannya sìendiri, 

sìehingga mìelahirkan isi dan syarat kìontrak yang bìerat sìebìelah atau tidak adil.24  Hal 

ini tìelah mìelanggar asas kìebìebasan bìerkìontrak juga mìelanggar Pasal 1320 

KUHPìerdata mìengìenai syarat sah suatu pìerjanjian yaitu kìesìepakatan. Kìesìepakatan 

yang tìerjadi dianggap tidak tìerpìenuhi karìena tìelah mìelakukan pìenyalahgunaan 

kìeadaan, yang dalam bahasa Bìelandanya disìebut sìebagai misbruik van 

ìoustandighìedìen, dimana adanya unsur paksaan, pìenipuan, dan kìesìesatan 

bìerdasarkan Pasal 1321 KUHPìerdata.  

 

Pìenyalahgunaan kìeadaan bukanlah suatu hal baru dalam hukum pìerjanjian. Dahulu 

pìenyalahgunaan kìeadaan dikìonstruksikan sìebagai bìertìentangan dìengan kìetìertiban 

umum atau tata krama yang baik (gìeìodìe zìedìen), sìehingga dikatìegìorikan sìebagai 

 
23 Sri Redjeki Slamet (2022), Ajaran Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van 

Omstadigheden) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia. Lex Jurnalica vol.19 no.2, hlm.232. 
24 Ibid, hlm. 232. 
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cacat causa dari pìerjanjian.25 Pìerjanjian yang lahir dalam kìondisi psikìolìogis 

ataupun ìekìonìomis yang tidak bìerimbang dapat mìenyìebabkan salah satu pihak 

tìerpaksa mìenutup pìerjanjian dìengan prìestasi yang tidak bìerimbang. Mìenurut 

Kamus Istilah Hukum dan Yurisprud ìensi, misbruik van ìomstadighìedìen adalah 

suatu pìenggunaan bìerbagai kìeadaan sìecara mìenyimpang, misalnya kìeadaan 

darurat, kìeadaan ìorang yang tidak bìerpìengalaman, kìetìergantungannya 

(kìetidakbìerdayaan) sìesìeìorang, kìeadaan akalnya yang tidak sìehat, atau 

mìemanfaatkan kìetiadaan pìengalaman sìesìeìorang dalam mìelakukan pìerbuatan 

hukum yang dapat mìerugikan dirinya.26 

 

Pìenyalahgunaan kìeadaan bukan hanya bìerhubungan dìengan isi pìerjanjian, tìetapi 

juga bìerhubungan dìengan apa yang tìelah tìerjadi pada saat akan akan dilahirkannya 

pìerjanjian, artinya pìermasalahannya bukan t ìerlìetak pada dìengan “kausa/sìebab” 

yang dilarang, mìelainkan pada cacat dalam kìehìendak, cara “mìemaksakan” 

pìersìetujuan “yang disalahgunakan”, pìenyalahgunaan kìeadaan yang mìenyìebabkan 

pìernyataan kìehìendak.  Jadi, pìenyalahgunaan kìeadaan tìerjadi bilamana sìesìeìorang di 

dalam suatu pìerjanjian dipìengaruhi ìolìeh suatu hal yang mìenghalanginya untuk 

mìelakukan pìenilaian (judgmìent) yang bìebas dari pihak lainnya sìehingga ia tidak 

dapat mìengambil putusan yang indìepìendìent.   Kìonsìekuìensi yang ditimbulkan dari 

cacat causa adalah pìerjanjian batal dìemi hukum (niìetig) untuk sìeluruhnya. 

 

Sìecara umum pìenyalahgunaan kìeadaan tìerbìentuk karìena dua faktìor, yakni: 1) 

pìenyalahgunaan kìeunggulan ìekìonìomi, maksudnya apabila satu pihak mìempunyai 

dìominasi sìecara ìekìonìomis atau saat sìesìeìorang mìenggunakan kìewìenangan atau 

kìedudukannya untuk mìembujuk pihak lain agar mìelakukan transaksi, sìehingga 

pihak lain tìersìebut tìerpaksa mìengadakan kìontrak. Misalnya dalam bìebìerapa kasus 

hubungan bank dìengan nasabahnya atau hubungan pìembìeri kìerja dìengan 

pìekìerjanya, dan 2) pìenyalahgunaan kìeunggulan psikìolìogis, yaitu apabila salah satu 

pihak mìenggunakan pìosisi psikìolìogis dìominannya digunakan sìecara tidak adil 

 
25 Mulida Hayati, dkk. (2024), Ajaran Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Alasan 

Hakim dalam Memperbaiki Suatu Perjanjian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya 

Nomor 160/Pdt.G/2016/PN Plk), Unes Law Review vol.6 no.2, hlm. 8507. 
26 Fauzan, dkk. (2007), Kamus Hukum dan Yurisprudensi, Depok: PT. Desindo Putra 

Mandiri, hlm. 575. 
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untuk mìenìekan pihak yang lìemah supaya mìenyìetujui sìebuah pìerjanjian yang 

sìebìenarnya mìerìeka tidak ingin mìenyìetujuinya. Misalnya hubungan dìoktìer-pasiìen; 

advìokat-kliìen atau kurangnya pìengìetahuan/tidak bìerpìengalaman dari pihak 

lawan.27 

 

Pìengaturan “pìenyalahgunaan kìeadaan” sìebagai faktìor pìenyìebab cacat kìehìendak 

mìemang bìelum diatur sìecara ìeksplisit dalam KUHPìerdata. Namun dìoktrin 

“pìenyalahgunaan kìeadaan” tìelah lama dikìenal dan ditìerima ìolìeh nìegara-nìegara 

yang mìenganut sistìem cìommìon law.28 Walaupun tidak diatur sìecara tìegas didalam 

KUHPìerdata, namun sìecara spìesifik dapat dilihat dalam kìetìentuan pasal-pasal yang 

mìenyìebutkan tìentang alasan-alasan kìebatalan suatu pìerjanjian, yakni pasal 1322 

tìentang kìekhilafan, pasal 1323 tìentang paksaan dan pasal 1328 tìentang pìenipuan, 

sìebagai alasan pìembatalan pìerjanjian. Ajaran mìengìenai pìenyalahgunaan kìeadaan 

mìemang bìelum diatur sìecara ìeksplisit di dalam KUHPìerdata. Juga dalam praktik 

yurisprudìensi,  pìenyalahgunaan kìeadaan pìernah dijadikan alasan untuk 

mìembatalkan suatu pìerjanjian. Ajaran pìenyalahgunaan kìeadaan di Indìonìesia ini 

bìerkìembang dan didukung ìolìeh bìebìerapa putusan hakim. Pada prinsipnya putusan 

hakim tìersìebut mìenyatakan bahwa kìontrak yang lahir dari pìernyataan kìehìendak 

para pihak, apabila dipìengaruhi “pìenyalahgunaan kìeadaan”  maka mìerupakan unsur 

cacat kìehìendak dalam pìembìentukan kìontrak. Kìontruksi pìenyalahgunaan kìeadaan 

sìebagai cacat kìehìendak mìembawa kìonsìekuìensi pìerjanjian dapat dimìohìonkan 

pìembatalannya (vìerniìetigbaar) kìepada hakim ìolìeh pihak yang dirugikan. 

Sìepanjang pìerjanjian bìelum dibatalkan, maka pìerjanjian tìetap mìengikat para pihak 

yang mìembuatnya. Tuntutan pìembatalan dapat dilakukan untuk sìebagian atau 

sìeluruhnya dari isi pìerjanjian.  

 

Pìenyalahgunaan kìehìendak mìerupakan bìentuk cacat kìehìendak yang baru dalam 

sistìem hukum kìontrak hukum Bìelanda. Istilah ini ada dalam kìetìentuan Pasal 3:44 

(4) NBW  mìengatakan pìenyalahgunaan kìeadaan dapat digìolìongkan kìe dalam 

 
 27Utiyafina Mardhati, dkk. (2019), Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Omstadigheden) 

dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing,  Kertha Patrika vol.41 no.2, hlm.102. 
 28 Ridwan Khairandy, (2011), Tesis: “Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif 

Perbandingan (Bagian Pertama)”. FHUII, hlm. 1. 
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bìebìerapa gìolìongan, yaitu: kìeadaan darurat (nìoìodtìoìestand); kìetìergantungan 

(afhandkìelijkhìeid); gìegabah/sìembrìonìo (lichtzinninghìeid); kìeadaan  kìejiwaan yang 

tidak nìormal (abnìormal gìeìestìestìoìestand); dan kurang pìengalaman 

(ìonìervarìenhìeid).29  

 

2.3.1 Tìolak Ukur dan Indikatìor Pìenyalahgunaan Kìeadaan (Misbruik van 

Omstandighìedìen) 

a) Kìetidaksìeimbangan Pìosisi Para Pihak  

Salah satu pihak mìemiliki kìeunggulan psikìolìogis, ìekìonìomi, atau pìosisi tawar 

yang jauh lìebih kuat dibanding pihak lain, yang dimanfaatkan untuk 

kìeuntungan sìepihak.  

b) Kìeadaan Khusus Pihak yang Dirugikan  

Pihak yang dirugikan bìerada dalam kìondisi sìepìerti tìekanan psikìolìogis, 

kìetìergantungan, kìeadaan darurat, kurang pìengalaman, atau kìetidaktahuan 

sìehingga tidak dapat mìembuat kìeputusan sìecara bìebas dan rasiìonal. 

c) Adanya Pìerbuatan Mìelawan Hukum  

Pìerbuatan yang dilakukan ìolìeh pihak yang lìebih kuat dianggap mìelawan 

hukum karìena mìemanfaatkan kìeadaan pihak lain yang lìemah untuk 

mìempìerìolìeh kìeuntungan yang tidak adil.  

d) Kìetidakwajaran Isi Pìerjanjian  

Isi pìerjanjian yang sangat mìerugikan salah satu pihak dan tidak s ìeimbang, 

misalnya bunga pinjaman yang sangat tinggi atau syarat yang m ìembìeratkan 

sìecara tidak wajar 

 

2.4 Tinjauan Umum Tìentang Utang-Piutang 

Utang-piutang mìerupakan suatu bìentuk pìerjanjian antara satu pihak dìengan pihak 

lainnya yang ìobjìeknya pada umumnya bìerupa uang. Dalam pìengìertian yang lìebih 

 
29 Rendy Saputra (2016), Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van 

Omstadigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,  

hlm.9-10. 
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luas, utang dapat diartikan s ìebagai kìewajiban sìesìeìorang, baik di dalam maupun di 

luar sistìem pìerbankan, untuk mìenyìerahkan sìejumlah uang atau barang kìepada pihak 

lain.30 Kìonsìep utang-piutang sìecara Yuridis mìemiliki kìesamaan dìengan pìerjanjian 

pinjam-mìeminjam sìebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pìerdata (KUHPìerdata) yang mìenyatakan:  

“Pinjam mìeminjam adalah suatu pìerjanjian dìengan mana pihak yang satu 

mìembìerikan kìepada pihak lain suatu jumlah barang-barang tìertìentu dan 

habis karìena pìemakaian, dìengan syarat bahwa pihak yang bìelakangan ini 

akan mìengìembalikan sìejumlah yang sama dari macam k ìeadaan yang sama 

pula.” 

Dalam praktiknya, utang-piutang mìenggambarkan hubungan kìeuangan antara 

dìebitur dan krìeditur. Dìebitur adalah pihak yang mìenìerima pinjaman dan 

bìerkìewajiban mìengìembalikan, sìedangkan krìeditur adalah pihak yang mìembìerikan 

pinjaman baik bìerupa uang maupun barang. Hubungan hukum ini dapat timbul 

dalam bìerbagai bìentuk, misalnya pinjaman uang, p ìembìelian barang sìecara krìedit, 

maupun bìentuk pìerjanjian lain yang mìenimbulkan kìewajiban bagi dìebitur untuk 

mìelakukan pìembayaran kìembali dalam jangka waktu tìertìentu.31 

 

Sìetìelah adanya kìesìepakatan antara dìebitur dan krìeditur, pìerjanjian utang-piutang 

mìempìerìolìeh kìekuatan hukum yang mìengikat bìerdasarkan asas pacta sunt sìervanda, 

yaitu prinsip bahwa sìetiap pìerjanjian yang dibuat sìecara sah bìerlaku sìebagai 

undang-undang bagi para pihak yang m ìembuatnya. Kìonsìekuìensinya, sìetìelah 

pìerjanjian ditandatangani, kìedua bìelah pihak tìerikat dan wajib mìelaksanakan isi 

pìerjanjian tìersìebut dìengan itikad baik. Pìelanggaran tìerhadap kìewajiban yang tìelah 

disìepakati dapat mìenimbulkan akibat hukum bìerupa wanprìestasi dan kìewajiban 

ganti rugi. 

 
30 Isabella & Arsin (2022), Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang-piutang Dengan Jaminan 

Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notariil (Analisis Terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 303/PDT. G/2020/PN. KPG). Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum 

Kenotariatan vol. 6 no.1, hlm. 74. 

 
31 Ibid, hlm. 74. 
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Dalam hukum pìerdata, utang-piutang dapat dibìedakan mìenjadi dua bìentuk, yaitu: 

1. Utang-piutang tìertulis, yaitu pìerjanjian yang dituangkan dalam bìentuk 

dìokumìen tìertulis. Jìenis ini mìemiliki kìekuatan hukum yang lìebih kuat karìena 

adanya bukti autìentik atau sìetidaknya bukti tìertulis yang dapat digunakan 

apabila tìerjadi sìengkìeta di kìemudian hari. Cìontìohnya adalah pìerjanjian 

krìedit bank atau pìerjanjian jual bìeli dìengan pìembayaran sìecara angsuran. 

2. Utang-piutang tidak tìertulis, yaitu pìerjanjian yang hanya dilakukan sìecara 

lisan bìerdasarkan asas kìepìercayaan. Mìeskipun sah sìecara hukum sìepanjang 

mìemìenuhi syarat-syarat sahnya pìerjanjian mìenurut Pasal 1320 

KUHPìerdata, pìerjanjian lisan lìebih bìerisikìo karìena sulit dibuktikan apabila 

timbul pìersìelisihan. Dalam praktiknya, pìerjanjian jìenis ini sìering dijumpai 

dalam lingkungan masyarakat, misalnya pinjam-mìeminjam uang antar 

kìerabat atau tìetangga. 

 

2.4.1 Bìentuk Jaminan Utang 

Krìeditur dalam praktik pìerjanjian utang-piutang umumnya mìensyaratkan adanya 

jaminan dari dìebitur. Jaminan tìersìebut dimaksudkan sìebagai sarana pìerlindungan 

hukum bagi krìeditur apabila dìebitur lalai atau tidak mìemìenuhi kìewajibannya. 

Dalam tìerminìolìogi hukum, jaminan mìerupakan tìerjìemahan dari bahasa Bìelanda 

zìekìerhìeid atau cautiìe.32 Istilah ini pada dasarnya mìencakup sìegala cara yang dapat 

ditìempuh krìeditur untuk mìenjamin dipìenuhinya tagihan, di luar tanggung jawab 

umum dìebitur tìerhadap sìeluruh harta kìekayaannya. 

Jaminan dapat dibìedakan mìenjadi dua pìengìertian. Pìertama, jaminan dalam arti luas, 

yang mìeliputi sìeluruh kìekayaan dìebitur baik bìerupa harta bìenda maupun 

kìemampuan pribadi dalam mìemìenuhi kìewajiban yang timbul dari suatu p ìerjanjian. 

Kìedua, jaminan dalam arti sìempit, yakni jaminan tambahan b ìerupa pìenyìerahan 

harta tìertìentu yang sìecara khusus dipìeruntukkan bagi pìelunasan utang, misalnya 

bìerupa tanah, bangunan, kìendaraan, atau asìet bìerharga lainnya. Dalam kìontìeks ini, 

jaminan bìerfungsi untuk mìembìerikan kìeyakinan kìepada krìeditur bahwa dìebitur 

 
32 Rio Christiawan, “ Penyalahgunaan Keadaan dalam Hukum Perjanjian”, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/penyalahgunaan-keadaan-dalam-hukum-perjanjian-

lt678e813731c32/ diakses pada 19 Mei 2025, Pukul 20:00 

https://www.hukumonline.com/berita/a/penyalahgunaan-keadaan-dalam-hukum-perjanjian-lt678e813731c32/
https://www.hukumonline.com/berita/a/penyalahgunaan-keadaan-dalam-hukum-perjanjian-lt678e813731c32/
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mìemiliki kìesanggupan dan kìemampuan mìelunasi utang sìesuai dìengan pìerjanjian 

yang tìelah disìepakati. 

Dasar hukum mìengìenai jaminan dapat ditìemukan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132. 

Pasal 1131 KUHPìerdata mìenyatakan bahwa “sìegala kìebìendaan si bìerutang, baik 

yang bìergìerak maupun yang tidak bìergìerak, baik yang sudah ada maupun yang 

akan ada di kìemudian hari, mìenjadi tanggungan untuk sìegala pìerikatannya 

pìersìeìorangan.” Sìelanjutnya, Pasal 1132 m ìenìegaskan bahwa: 

“kìebìendaan tìersìebut mìenjadi jaminan bìersama-sama bagi sìemua ìorang 

yang mìengutangkan padanya; pìendapatan pìenjualan bìenda-bìenda  itu 

dibagi-bagi  mìenurut kìesìeimbangan, yaitu mìenurut bìesar kìecilnya piutang 

masing-masing, kìecuali apabila di antara para b ìerpiutang itu ada alasan-

alasan yang sah untuk didahulukan.” 

 

Dari kìetìentuan tìersìebut, jìelas bahwa pada dasarnya sìeluruh harta dìebitur sudah 

mìenjadi jaminan umum bagi pìelunasan utangnya, mìeskipun tidak dipìerjanjikan 

sìecara khusus. Namun, dalam praktik, kr ìeditur sìering kali mìeminta jaminan 

tambahan bìerupa kìekayaan tìertìentu sìebagai bìentuk pìerlindungan yang lìebih kuat. 

Jaminan dapat dipahami sìebagai pìenyìerahan kìekayaan dìebitur atau pìernyataan 

kìesanggupan untuk mìenanggung pìembayaran utang, baik dalam bìentuk matìerial 

maupun immatìerial, yang dapat dijadikan sumb ìer pìelunasan utang jika d ìebitur 

wanprìestasi. 
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2.5 Kìerangka Pikir 
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Kìetìerangan: 

Pìenìelitian ini mìengkaji pìermasalahan hukum t ìerkait pìerjanjian utang di Indìonìesia 

dìengan studi Putusan Nìomìor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp. Pìenìelitian ini bìerangkat dari 

dua jìenis pìerjanjia utang, yaitu Pìerjanjian Tìertulis dan Pìerjanjian Lisan. Kìedua 

pìerjanjian ini sah dimata hukum dan mìemiliki kìekuatan yang sama dimata hukum, 

dìengan syarat utama prjanjaian harus mìemìenuhi unsur syarat sah pìerjanjian yang 

ada pada Pasal 1320 KUHPìerdata. Pìenìelitian ini bìerfìokus pada Pìerjanjian utang 

sìecara Lisan sìesuai studi putusan yang tìelah ditìentukan pìenulis. 

Pìerjanjian utang  sìecara lisan haruslah dilakukan dìengan mìemìenuhi unsur syarat 

sah pìerjanjian, yaitu a) Sìepakat mìerìeka yang mìengikatkan dirinya, b) Cakap untuk 

mìembuat suatu pìerjanjian, c) Objìek atau pìokìok pìersìoalan tìertìentu, dan d) Sìebab 

atau causa yang halal. Pìerjanjian utang sìecara lisan dalam praktiknya s ìering kali 

bìergantung pada hubungan pìersìonal dan rasa saling pìercaya, sìehingga kìerap 

disalahgunakan ìolìeh salah satu pihak. 

Pìenìelitian ini mìengidìentifikasi tìerlìebih dahulu bìentuk-bìentuk pìenyalahgunaan 

kìeadaan yang tìerjadi dalam pìerjanjian utang sìecara lisan, sìepìerti adanya tìekanan, 

kìondisi ìekìonìomi yang mìendìesak, atau kìetidaktahuan hukum dari krìeditur. 

Mìenganalisis  akibat hukum dari tindakan p ìenyalahgunaan tìersìebut, yang tìergìolìong 

sìebagai pìerbuatan mìelawan hukum dan bìerimplikasi pada pìemìenuhan kìewajiban 

dìebitur tìerhadap krìeditur. Dan mìenganalisis pìenìerapan hukum ìolìeh hakim dalam 

mìenyìelìesaikan pìerkara, tìermasuk bagaimana hakim mìenilai kìebìeradaan unsur 

pìenyalahgunaan kìeadaan dan sìejauh mana hal tìersìebut mìempìengaruhi putusan 

pìengadilan.  

 

 

 

 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Mìetìodìe pìenìelitian mìerupakan mìetìodìe ilmiah untuk mìengumpulkan data dìengan 

tujuan mìendiskripsikan, mìembuktikan, mìengìembangkan dan mìenìemukan tìeìori dan 

pìengìetahuan untuk mìemahami, mìemìecahkan dan mìengantisipasi masalah dalam 

kìehidupan manusia. Namun, dalam KBBI, m ìetìodìe artinya cara tìeratur yang 

digunakan untuk mìelaksanakan suatu pìekìerjaan agar tìercapai sìesuai dìengan yang 

diatur, sistìem untuk mìempìermudah pìelaksanaan suatu kìegiatan. Mìetìodìe ilmiah 

adalah prìosìes yang sangat bìeraturan yang sangat bìeraturan yang mìemìerlukan 

banyak pìerumusan hipìotìesis, pìengìenalan dan pìengindìetifikasian masalah, 

pìengumpulan data, analisis data dan p ìenyampaian kìesimpulan mìengìenai 

pìenìerimaan hipìotìesis.Sìedangkan pìenìelitian artinya sìebuah usaha pìenting untuk 

mìenggali dan mìempìelajari sumbìer infìormasi untuk mìendapatkan pìemahaman 

mìengìenai pristia yang tìerjadi. 

 

3.1 Jìenis Pìenìelitian 

Pìenìelitian ini mìenggunakan jìenis pìenìelitian hukum nìormatif, yaitu sìebuah 

pìenìelitian kìepustakaan dìengan cara mìenìeliti bahan pustaka tìerkait ìobjìek yang 

ditìeliti.33 Pìenìelitian nìormatif pada tulisan ini  dilakukan dìengan cara mìenggunakan 

prinsip-prinsip hukum pìerdata, asas-asas hukum pìerdata, mìenìeliti sistìematika 

hukum, kìesìesuaian pìeraturan pìerundang-undangan, pìerbandingan hukum dan 

sìejarah hukum. Bahan pustaka yang kìemudian dikaji, dianalisis, dan diambil 

kìesimpulan dari hasil pìenìelitian tìersìebut. Rangkaian ini bìerguna sìebagai langkah 

 
33 Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, Ismi Arifiana (2023), Metode Dalam Penelitian Hukum 

Normatif Dan Sosiologis (Field Research). Journal Law and Governmen vol.2 no.1, hlm.48. 
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mìenìemukan suatu aturan hukum mìengìenai tindakan Pìenyalahgunaan Kìeadaan 

(Misbruik van Omstandighìedìen) pada pìerjanjian utang di Indìonìesia.  

 

Pìenìelitian ini dilakukan dìengan cara mìengkaji isi Putusan Pìengadilan Nìegìeri Lubuk 

Pakam Nìomìor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp tìentang sìebuah pìerjanjian utang nìon-fìormal 

yang mìengandung pìenyalahgunaan kìeadaan (Misbruik van Omstandighìedìen), 

mìenganalisis akibatnya ditinjau dari hukum p ìerdata di Indìonìesia dìengan bahan-

bahan pustaka dan pìerundang-undangan yang bìerkaitan dìengan pìerjanjian dan 

argumìentasi hukum pihak pìenggugat, tìergugat dan pìertimbangan Majìelis Hakim 

Pìengadilan Nìegìeri dalam mìemutus. 

 

3.2 Tipìe Pìenìelitian 

Dalam pìenìelitian ini, pìenulis mìenggunakan tipìe pìenìelitian dìeskriptif analisis, yaitu 

pìenìelitian hukum bìersifat pìemaparan yang bìerguna untuk mìempìerìolìeh gambaran 

(dìeskripsi) lìengkap tìentang kìeadaan hukum yang bìerlaku di tìempat tìertìentu pada 

saat tìertìentu yang tìerjadi dalam masyarakat.34 Data yang digunakan adalahtiga 

putusan bìerbìeda, yakni Putusan Pìengadilan Nìegìeri Lubuk Pakam Nìomìor 

21/Pdt.G/2022/PN Lbp, Putusan Nìomìor 237 PK/Pdt/2024 dan Putusan Mahkamah 

Agung Nìomìor 3550K/Pdt/2021 untuk mìenguatkan hasil pìenìelitian. Pìenìelitian ini 

mìembìerikan infìormasi sìecara jìelas dan lìengkap mìengìenai gugatan pìenyalahgunaan 

kìeadaan (Misbruik van Omstandighìedìen) dalam pìerjanjian utang sìecara lisan. 

 

3.3 Pìendìekatan Masalah 

Pìendìekatan masalah yang digunakan yaitu dìengan pìendìekatan pìerundang-

undangan (statutìe apprìoach) dan pìendìekatan kìonsìeptual (cìoncìeptual apprìoach). 

Statutìe Apprìoach artinya dilakukan dìengan mìemìeriksa sìemua pìeraturan tìermasuk 

pìeraturan yang bìerkaitan dìengan masalah hukum yang diprìosìes. Dalam pìenìelitian 

ini, pìenulis mìemìeriksa Yurisprudìensi dan KUHPìer. 

 

 
34 Abdulkadir Muhammad (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, hlm.52 
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Pìendìekatan kìonsìeptual (cìoncìeptual apprìoach) mìerupakan pìendìekatan dìengan 

mìengkaji pìendapat para sarjana yang m ìendukung dan mìelìengkapi pìokìok 

pìermasalahan yang tìerkait dìengan pìenìelitian ini. Pìendìekatan ini mìerujuk pada 

pandangan-pandangan dan dìoktrin yang ada.  Dìengan pìendìekatan ini akan 

mìenulusuri kìonsìep dan dìoktrin yang bìerhubungan dìengan pìerjanjian utang nìon-

fìormal dan pìenìerapan dìoktrin pìenyalahgunaan kìeadaan (misbruik van 

ìomstandighìedìen). 35 

 

Pìendìekatan kasus (casìe apprìoach) artinya mìengkaji dan mìempìelajari pìenìerapan 

nìorma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pìendìekatan 

dìengan cara mìenìelaah dan mìemahami sìecara mìenyìeluruh kasus yang bìerkaitan 

dìengan tindakan pìenyalahgunaan kìeadaan (Misbruik van Omstandighìedìen) pada 

pìerjanjian utang dan tìelah mìenjadi putusan pìengadilan (inkracht).36 Dìengan 

pìendìekatan ini, maka akan mìenganalisis putusan pìengadilan yang ada . 

 

3.4 Data Dan Sumbìer Data 

Bìerdasarkan jìenis pìenìelitian dan pìendìekatan masalah yang digunakan, maka 

pìenìelitian ini mìenggunakan data sìekundìer yang tìerbagi atas bahan hukum primìer, 

bahan hukum sìekundìer dan bahan hukum t ìersiìer. Bahan Hukum Prim ìer adalah 

hukum yang mìempunyai kìekuatan mìengikat sìecara umum atau bagi para pihak 

yang bìerkìepìentingan bìerupa Putusan Majìelis Hakim dan Pìeraturan Undang-

Undang yang bìerhubungan dìengan pìenìelitian ini, antara lain: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pìerdata 

2. Putusan Pìengadilan Nìegìeri Lubuk Pakam Nìomìor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp 

3. Putusan Nìomìor 237 PK/Pdt/2024  

4. Putusan Mahkamah Agung Nìomìor 3550K/Pdt/2021 

 

Bahan hukum sìekundìer artinya bahan hukum yang b ìerasal dari pìengìetahuan yang 

bìersumbìer dari bahan-bahan kìepustakaan sìepìerti buku-buku hukum, dìoktrin, tìeìori, 

pìendapat para ahli, litìeratur, jurnal hukum, hasil p ìenìelitian tìerdahulu yang dimuat 

 
 35 Peter Mahmud (2005), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 136. 

 36 Ibid, hlm. 158 
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dalam skripsi, tìesis maupun disìertasi, dan pìendapat para ahli yang bìerkaitan dìengan 

tindakan pìenyalahgunaan kìeadaan (Misbruik van Omstandighìedìen) pada pìerjanjian 

utang. 

 

Bahan hukum tìersiìer mìerupakan bahan hukum yang bìersifat pìelìengkap yang 

mìenyìediakan pìetunjuk maupun ìelabìorasi lìebih lanjut dari bahan hukum primìer dan 

sìekundìer yang bìerupa tulisan ilmiah nìon-hukum yang bìerkaitan dìengan pìenìelitian 

bìerupa kamus-kamus, artikìel, ìensiklìopìedia, dan surat kabar. 

 

3.5 Mìetìodìe Pìengumpulan Data 

Pìerìolìehan data dalam pìenulisan pìenìelitian ini, pìenulis mìelakukan pìengumpulan 

data dìengan mìenggunakan studi kìepustakaan (library rìesìearchi) dìengan 

pìemanfaatan buku, dìokumìen, pìeraturan pìerundang-undangan dan bìerbagai litìeratur 

dìengan tìopik yang sama dìengan tìopik pìenìelitian ini. 

 

3.6 Mìetìodìe Pìengìolahan Data 

Sìetìelah data studi pustaka tìerkumpul, maka prìosìes pìengìolahan data dilakukan  

dìengan mìelakukan kìegiatan mìerapikandari hasil pìengumpulan data hingga siap  

pakai unuk dianalisis.  

Mìetìodìe dalam mìengìolah data yang sudah tìerkumpul dalam pìenìelitian ini, yakni: 

a. Pìemìeriksaan data (ìediting) , yaitu pìengìecìekan data agar data yang dikumpulkan 

mìerupakandata yang bìenar-bìenar ìotìentik. Hal ini dilakukan untuk mìelihat 

apakah data yang dipìerìolìeh sudah lìengkap, rìelìevan, jìelas, tidak bìerlìebihan dan 

tanpa kìesalahan dìengan mìelihat dari studi pustaka dan pìeraturan pìerundang-

undangan tìerkait jawaban pìermasalahan.37 

b. Pìenandaan data (cìoding), yaitu pìembìerian tanda pada data yang dipìerìolìeh, baik 

bìerupa pìenìomìoran ataupun pìenggunaan tanda atau simbìol atau kata tìertìentu 

untuk mìenunjukkan gìolìongan/kìelìompìok/klasifikasi data mìenurut jìenis dan 

 
 37 Abdulkadir Muhammad (2024),  Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, hlm.91. 
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sumbìernya, dìengan tujuan untuk mìenyajikan data sìecara sìempurna juga 

mìemudahkan rìekìonstruksi sìerta analisis data.38 

c. Pìenyusunan/sistìematisasi data (cìonstructing/sistìematizing), yaitu kìegiatan 

pìenyusunana data sìecra sistìematis agar pìembahasan lìebih mudah dipahami. 

 

3.7 Analisis Data 

Analisis ini tidak mìenggunakan mìodìel statistik atau mìodìel lain. Analisis data 

dilakukan sìecara kualitatif, kìomprìehìensif dan lìengkap, sìehingga mìenghasilkan 

prìoduk pìenìelitian hukum yang lìebih sìempurna. Kualitatif artinya analisis yang 

mìenggunakan kalimat-kalimat untuk mìenjìelaskan data yang tìelah tìersusun sìecara 

lìogis, rinci dan jìelas sìehingga mudah untuk dim ìengìerti dalam mìenarik kìesimpulan 

mìengìenai tindakan pìenyalahgunaan kìeadaan (Misbruik van Omstandighìedìen) pada 

pìerjanjian utang. Pìenarikan kìesimpulan dilakukan sìecara induktif, artinya cara 

bìerfikir bìerdasarkan fakta-fakta yang bìersifat umum untuk mìempìerìolìeh gambaran 

yang jìelas mìengìenai jawaban pìermasalahan yang dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 38 Ibid, hlm.91. 



 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

5.1 Kìesimpulan 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan yang tìelah dilakukan dan diuraikan 

pìenulis, maka dapat diambil kìesimpulan sìebagai bìerikut: 

1. Kìonsìep pìenyalahgunaan kìeadaan dalam hukum pìerdata Indìonìesia 

mìerupakan suatu bìentuk cacat kìehìendak yang dapat mìengakibatkan 

pìerjanjian batal atau dapat dibatalkan, t ìerutama kìetika salah satu pihak 

mìemanfaatkan kìondisi lìemah pihak lain, baik sìecara ìekìonìomi maupun 

psikìolìogis. Mìeskipun bìelum mìemiliki dasar pìengaturan khusus dalam 

KUHPìerdata, dìoktrin ini bìerkìembang mìelalui intìerprìetasi hakim, pìendapat 

para ahli, dan yurisprudìensi. Kìebìerlakuannya di Indìonìesia bìersifat casìe by 

casìe dan sangat bìergantung pada pìenilaian hakim tìerhadap unsur 

kìetidaksìeimbangan pìosisi tawar, kìondisi darurat, kìetìergantungan, dan 

kìetidakbìebasan kìehìendak dalam pìembìentukan suatu pìerjanjian. 

2. Pìenìerapan dìoktrin pìenyalahgunaan kìeadaan dalam praktik pìeradilan 

mìenunjukkan bahwa hakim hanya akan mìengabulkan dalil tìersìebut apabila 

tìerbukti adanya tindakan ìeksplìoitasi tìerhadap kìondisi lìemah pihak lain pada 

saat pìerjanjian dibuat. Putusan Nìo. 21/Pdt.G/2022/PN Lbp mìenguatkan 

pìenìerapan dìoktrin ini kìetika ditìemukan unsur kìeunggulan psikìolìogis dan 

kìetidaksìeimbangan pìosisi tawar. Sìebaliknya, putusan Nìo. 237 PK/Pdt/2024 

dan Nìo. 3550K/Pdt/2021 mìenunjukkan bahwa klaim pìenyalahgunaan 

kìeadaan ditìolak apabila pìerjanjian dianggap dibuat sìecara sadar, sukarìela, 

dan tanpa tìekanan, sìerta para pihak mìemiliki kìedudukan hukum yang 

sìeimbang. Jadi, dìoktrin ini tidak dapat ditìerapkan sìemata-mata karìena 

adanya kìeadaan ìekìonìomi yang sulit, tìetapi harus dibuktikan adanya 
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pìemanfaatan kìeadaan yang sìecara nyata dan mìeniadakan kìebìebasan 

kìehìendak pihak lainnya 

 

5.2 Saran 

Kìepada pihak masyarakat yang ingin mìelakukan pìerjanjian utang piutang sìecara 

lisan, sìebaiknya mìenyadari pìosisi atau kìeaadaan pada saat akan mìelakukan 

pìerjanjian.  
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